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N KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG LELANG SURAT UTANG

NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA

ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK
(Peraturan Menteri Keuangan R.| Nomor 4/PMK.08/2017,
tanggal 12 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

| Menimbang :

| a.
|

bahwa pengaturan mengenai Jelang Surat Utang
Negara dalam mata uang Rupiah dan valuta as-
ing di pasar perdana domestik telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/
-PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Neg-
ara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing
di Pasar Perdana Domestik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 203/PMK.08/2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/
PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Nega-
ra dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di
Pasar Perdana Domestik;

bahwa untuk mengakomodir Peserta Lelang untuk
dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas
nama pihak selain Bank Indonesia dan Lembaga
Penjamin Simpanan dapat melakukan penawaran
pembelian Surat Perbendaharaan Negara dengan
carat non kompetitif, perlu dilakukan. peruba-
han atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang
Negara dalam Mata Uang Bupiah dan Valuta
Asing di Pasar Perdana Domestik sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuan-
gan Nomor 203/PMK.08/2015 tentang Peruba-
han atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/
PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Nega-

ra dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di
Pasar Perdana Domestik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene- :

tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pe-

rubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat |

Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valu-
ta Asing di Pasar Perdana Domestik;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang
Surat Utang Negara (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4236); _
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.
08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara
dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di
Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 358) sebagaimana
telaf\ diubah dengan Peraturan Menteri Keuan-
gan Nomor 203/PMK.08/2015 tentang Peruba-
han atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/
PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Nega-
ra dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di
Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nemeor 1705);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK,
08/2013 tentang Dealer Utama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1204) se-
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bagairnana telah diubah dengan Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 199/PMK.08/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No-
mor Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer
Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1683);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.
01/2003 tentang Penunjukan Bank Indonesia

Sebagai Agen untuk Melaksanakan Lelang Surat

Utang Negara di Pasar Perdana;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PE- |

RUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER!
KEUANGAN NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG
LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA
UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PER-
DANA DOMESTIK.

Pasal |
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang

| Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di

Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik In-
donesia Tahun 2013 Nomor 358) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
203/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang

Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah

dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1705},

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat {3) diubah dan ayat i4)
dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai beri-
kut:4

Pasal 6
{1) Bl hanya dapat melakukan penawaran pem-
belian SPN melalui Penawaran Pembelian Non
Kompetitif.

{2) LPS hanya dapat melakukan Penawaran Pem-

belian SUN melalui Penawaran Pembelian Non
Kompetitif.

{3) Peserta Lelang yang melakukan penawaran
pembelian SUN untuk dan atas nama dirinya
sendiri atau untuk dan atas nama Pihak se-
lain Bl dan LPS, dapat melakukan Penawaran
Pembelian Kompetitif dan/atau Penawaran
Pembelian Non Kompetitif.

(4} Dihapus. .

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

| tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita. Negara Republik Indo-

nesia. U

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd. .
SRl MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 106
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